Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-
2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat
Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;

bahwa Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3
(tiga) tahun;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tirriur Nomor 1 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009-2029;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Kecamatan Prigen adalah wunsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun.

8. Rencana Strategis Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renstra
Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk
periode 3 (tiga) tahun.

9. Rencana Kerja Kecamatan Prigen yang selanjutnya disingkat Renja
Kecamatan Prigen adalah dokumen perencanaan Kecamatan Prigen untuk
periode 1 (satu) tahun.



BAB I
KEDUDUKAN RENSTRA
KECAMATAN PRIGEN

Pasal 2

(1} Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari
RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

(2) Renstra Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman bagi Kecamatan Prigen dalam menyusun Renja
Kecamatan Prigen.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Gempol disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN,;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII  : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Camat Prigen wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Prigen dalam rangka
mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Camat Prigen wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Prigen.

(2) Camat Prigen menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan
pengembangan.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Prigen Tahun
2027, Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai
acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Prigen Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 61
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka
panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
KECAMATAN PRIGEN, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Prigen harus selaras
dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut
indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Prigen dan Renja
Kecamatan Prigen, Kecamatan Prigen melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan
Renstra Kecamatan Prigen th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah
penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Prigen /lintas Renstra
Kecamatan Prigen, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Prigen memuat tujuan, sasaran, program,
kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup
sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Prigen yang disusun
berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :



1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026 ini dapat
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Kecamatan Prigen 2027 dan Perubahan Renja 2027 dan ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 149
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PRIGEN

JI. Raya Prigen No. 138 Telp (0343) 881670 Prigen
PASURUAN 67157

Email : prigenkecamatan2@gmail.com

Nomor : 050/363/424.314/2023

Pasuruan, 18 April 2023

Kepada
Yth. BUPAT]I PASURUAN
di
PASURUAN

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Tentang

Catatan
Lampiran

Untuk mohon persetujuan dan
tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

1, UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Konsep Naskah Dinas

Peraturan Bupati Pasuruan tentang Rencana
Strategis Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026

Bapak Sekretaris.Daerah dan Bapak Bupati,
sebanyak 4 {empat) kali

CAMAT PRIGEN

D YON i M.P
Pembina
NIP. 196603031990031008

*Tnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakriya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Settifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSTE

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen Tahun
2024 - 2026 merupakan penjabaran tujuan,sasaran program dan kegiatan
satuan kerja dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana
Kinerja Tahunan ( RKT ) bagi satuan kerja.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prigen Tahun 2024 -
2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Prigen pada dasarnya
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan
daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Untuk itu dalam
rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan
Prigen, maka disusunlah Renstra Kecamatan Prigen sebagai satu bagian
yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan. Renstra Kecamatan Prigen berfungsi untuk memberikan
gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di
formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan
dijalankan selama kurun waktu 3 tahun ke depan 2024 - 2026.

Rencana Strategis (Renstraj Kecamatan Prigen Tahun 2024-2026
dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana kita
pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Prigen dalam Pembuatanya
Mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan
dalam rencana kinerja Tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa
memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah
ditetapkan.



Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :

RT.RW RPD
l Mempedomi l T Mengacu
DOKUMEN RENSTRA RKPD

PE CANAAN — —_
e KEC.PRIGEN

1.2

e

RENJA tahun I RENJA tahun II RENJA tahun 111

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prigen

tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan
sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123}

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

. Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pedoman umum

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

11.Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

12.Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor :270/M.PPN/11/2012 Nomor SE-
33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE/46/MPP-
PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas)
PercepatanPengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Peneitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &) Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan
Dan Keuangan Daerah;

19.Intruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008
Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 - 2029 ;

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

24, Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi K

26. Peraturan Bupati Nomor........ Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun2024 - 2026

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Prigen adalah
memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh aparatur Kecamatan
Prigen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Rencana Strategis Kecamatan Prigen merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD} Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 sekaligus sebagai arahan dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Prigen

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Prigen
adalah sebagai berikut:



1. Renstra Kecamatan Prigen disusun untuk menjamin keterkaitan

dan  konsistensi antara  perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak
lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan.

Sebagai acuan Kecamatan Prigen dalam penyusunan
Perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu
yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Kecamatan Prigen.

1.4 Sistematiks Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen. Adapun sistematika
penulisan Renstra sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III1

BAB IV

: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
Prigen
2.2 Sumber Daya Kecamatan Prigen
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prigen
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Mitra Kecamatan

: PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Kecamatan Prigen
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
: TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Prigen
4.2 Cascading Kinerja PD



BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V1 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Prigen dalam rangka meningkatkan
kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik
melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016
tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan
- Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan, dimana sebagai berikut :

(1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas,Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;

b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum,

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan Kkegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,; |

g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

h. pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan
daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati



(1)

(2)

(1)

(2)

Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan,

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Camat mempunyai tugas :

a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
pelaporan,;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana,;

c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan
keuangan;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan

perangkat kecamatan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf angka 1,mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan
penganggaran;

c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program,;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;

e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;

g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil

pengawasan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalamPasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan pengelolaanadministrasi umum dan kepegawaian;



(1)

b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata

kearsipan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;

d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;

. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan

umum dan kepegawaian; dan

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan

umum,;

b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasikegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat
kecamatan;

c. menyiapkan bahan pelaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

d. menyiapkan bahan pelaksanakan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan
peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-
undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;

e. menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan
tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, supervisi,
fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau

kelurahan;

g menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap perangkat desa dan/atau lurah;

h. menyiapkan bahan pelaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati
kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi

terpadu Kecamatan; dan

j- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



(2)

3)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

a.

f.

menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan

nasional;

. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan

intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan Ilainnya guna

mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai

ketentuan peraturan perundang undangan;

. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi

terkait dalampenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
diwilayah kecamatan;

. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka

agama yang berada diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah

kecamatan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

a.

menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan

kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;

menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam
rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluargan
berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;

menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan,
kepemudaan, dan olahraga;

menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan
kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran
serta masyarakat dalam kebersihan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan
masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta
hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarat
setempat;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial

kemasyarakatan,;



g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf b angka 4,mempunyai tugas :

a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk

ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

desa/kelurahan dan kecamatan;

b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
diwilayah kerja kecamatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan
ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan

oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas
dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum,;

e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan

keluarga tingkat kecamatan,;

f. menyiapkan bahan  koordinasi pelaksanaan pembinaan

kepemudaan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRIGEN

Nomor : 69 Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

KECAMATAN
KECAMATAN
SEKRETARIAT
]
= i
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN UMUM DAN
PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN -
f | } !

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN KETENTRAMAN KESEJAHTERAAN PEMBERDAYAAN
DAN PELAYANAN DAN SOSIAL MASYARAKAT

KETERTIBAN

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan

Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen tidak lepas dari dukungan sumber

daya Kecamatan Prigen yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan

program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Prigen

meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana
(Perlengkapan).

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepegawaian Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan menurut golongan
kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut :
1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Prigen dapat

dikelompokkan menjadi :

= e "_.JenisKéléiﬁin g g
No [Erpremn s A e Jumlah Pegawai
1 IV/b . - -
2 IV/a 1 - 1
3 n/d 9 2 4
4 M/c 2 0 2
5 ni/b 0 1 1




No| Pangkat/Gol Jeige Kehmin Jumlah Pegawai
don : Laki-laki Perempuan
6 Ii/a 3 0 3
7 1/d 4 4 4
8 /e 1 - 1
9 /b 1 - 1
10 II/a - - 0
2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Prigen dapat
dikelompokkan menjadi :
No Pendidikan Jenis Kelamin { Jumlah Pegawai
A Laki-laki Perempuan |
1 S-2 3 1 4
2 S-1 4 2 6
4 SMA 7 4 11
5 SMP - - 0
6 SD = - 0

3) Menurut eselon, pegawai Kecamatan Prigen dapat dikelompokkan

menjadi :
No Eselon Jenis Kelamin - Jumlah Pegawal
Laki-laki Perempuan
1 IV S 4 9
2 HI - = S
3 II - - 0
4 I = - 0

4) Sedangkan Pegawai Tidak Tetap { PTT ) Kecamatan Prigen sebagai

berikut:
No Uraian Jenis Kelamin Jumlah Pegawai
Laki-laki Perempuan
1 PTT 3 - 3




2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakat dan pelayanan kepada
masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di
Kecamatan Prigen meliputi :

No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi
1 Kendaraan dinas roda 4 Isuzu Panther 1 Baik

2 Kendaraan Dinas Avanza 1 Baik

3 | Kendaraan dinas roda 2 8 Baik

4 | Genset 1 Kurang Baik
5 Komputer 14 Baik

6 Printer 15 Baik

7 | Mesin ketik 1 Baik

8 | Kamera 3 Baik

9 | Laptop 5 Baik

10 | Sound Sistem 2 Set Baik

11 | Pendopo / Aula | Baik

13 | LCD Proyektor 2 Baik

15 | Kipas Angin 4 Baik

16 | Meja Pelayanan 1 Set Baik

17 | Kursi tunggu 4 Baik

18 | Meja Rapat Panjang 22 Baik

19 | AC 3 Baik

20 | Kursi rapat Plastik 30 Baik

21 | Kursi Rapat tipe HAA 150 Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Prigen yang telah
dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang
jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh
masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat
selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan
datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja PD Kecamatan Prigen
Kabupaten Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan
Prigen periode 2024 - 2026, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau
indikator kinerja pelayanan PD. Keberhasilan tingkat capaian kinerja



pelayanan Kecamatan Prigen berdasarkan Renstra 2024-2026 dapat dilihat
dari tabel T-C.23 dan sebagai berikut:



Tabel 2.3.1 ( Tabel T-C.23}
Pencapaian Kinerjs Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Prigen
Kabupaten Pasurusn

NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fangsi Perangka¢
Daerab

Target
NSPK

Target

Target
Indikatoy

Lainnya

Target Renstra

Perangkst

Daerah Tahup

ke~

Realisasi Capaian

Tahun ke-

Rasio Capaisn pads

Tahun ke-

013

2020

2821

2022

2019

2028

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2

n

14

15

15

17

18

0

21

Presentase Desa/Kelurahan
Yang Melaksanakan
Adminlstrasi Dengan Baik

68

100%

100%

Presentase Meningkatnya SDM
Aparatur Desa Yang Dibina

90

Skor Indeks Kepuasan
Muasyarakat

Baik

Baik

Baik

Baik

BAIK

BAIK

Ketersediaannya Standart

Baik

Baik

Baik

Baik

BAIK

BAIK

Pelayanan Publik

|Persentase Pencapaian Target

PBB/IMB/Aeklame

83

85

83

B85

100%

100%

Pelaksanaan
Lembaga/Organisas!
Masyarakat Yang Dibina

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

Prasentase Panyelesalan Kasus
KAMTRANTIBMAS Sesuai
Kewenangan Kecamatan

100%

100%

Pergentase Jenis Pelayanan
yang berkyalitas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Desa/Kefurahan
yang telah dibina

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Persentase Konflik yang
ditangani di wilayah
Kecamatan

90%

90%

90%

20%

20%

90%

100%

90%

20%

11

Nilai Sakip

73,96

73,96

75,00

73,96

7447

74,50

100%

100%




Penilaian kinerja Kecamatan Prigen untuk output dan outcome

kegiatan yang dlaksanakan mencapai 100% meskipun dalam realisasi

anggarannya tidak mencapai 100%. Secara keseluruhan penilaian kinerja

sangat baik selama 5 (lima) tahun.

Dilihat pada tabel T-C.23 pencapaian kinerja pelayanan kecamatan

Prigen yang mencapai target diantaranya:

»

vV V ¥V V¥

Nilai IKM
Nilai SAKIP Kecamatan
Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas
Persentase Desa Yang telah dibina
Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan
Kinerja pelayanan kecamatan Prigen dipengaruhi oleh faktor dana

penunjang indikator dan dukungan serta kerjasama yang baik dari

berbagai pihak diantaranya masyarakat dan pihak keamanan. Sedangkan

untuk anggaran dan realisasi pendaanaan kecamatan Prigen dapat dilihat
pada tabel T-C. 2.4 sebagai berikut:



TABELT.C-24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PRIGEN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! PERKANTORAN 523.218.800 518.010.000 Rp 484.871.250 | Rp 502.647.711
PENINGKATAN SARA PRASA

ey AN SARANA DANPRASARANA. £ 460.700.000 | Re  95.520.000 | Rp 370.572.068 | Rp 95.364.300 78,90

APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Ro  12.000.000 Rp  12.000.000 100,00

PROGRAM KOORDINAS] PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN Rk F10:436,000 o s 100,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAM SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KELANGAN fP _Fhas1sOn) R T STSI0N Rz

PROGRAM KOORDINASI PEMEERDAYAAN MASYARAKAT | Rp  28.925.000 Rp  26.550.000 o211 | 0,00

PROGRAM FASILITAS! PEMERINTAHAN KECAMATAN | Rp  87.920.000 Rp 23780000 2705 | 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

ligrhialy K Rp 3.519.436.000 | Rp 5.928.348.000 Rp 387.974118 | Rp 978.516.743 16,51

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Stk Gkttt Rp dap  4zasoo0o Rp -{np 40160000 0372

PROGRAM KOORDINAS| PENYELENGGARARN

A ek Rp  59.870.000 [Rp  4.000.000 Ro 29.620.000 }Rp  4.000.000 100,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN " 5 ]

DLAHRAGA

PROGRAM PENUMNIANG URUSAN PEMERINTAHAN

o Rp 4022.935.186 | Ry 4.181.342,379 | Rp 4.123.977.114 Rp 3.473.464.903 | 3.861.250.329 6,34 | 92,34
:Eﬁ:m;i:‘;ﬁ:”“““" PEMERINTAHAN DAN Rp 532104992 [Rp 736.262.632 | Rp  748.431.786 Rp 515272768 | 721.426.835 e84 ), 37.98
::f&m”"‘mm“‘" REARMATDESADRS Rp 1718.473.969 |Rp 1.982.247.648 [Rp 1826.025.505 Rp 1.404.649.789 | 1.970.359.950 81,74 | 99,40
:gf;f‘r?:;:?f:&””' o ) e Rp 368.343.050|Rp  13.457.500 [Rp  45.302.800 Rp 146796260 | 13428000 39,85 | 99,78
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15.000.000

PEMERINTAH DESA




Berdasarkan tabel T-C. 2.4 diatas dapat dilihat bahwa rasio
pencapaian realisasi terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan
baik karena rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian target
anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan dan

koordinasi antar bagian dikecamata Prigen berjalan secara baik.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan yang dikelola oleh
Kecamatan Prigen adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat
yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa
dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan
partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka
peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga
sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Prigen tahun 2024-2026.

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah
Lembaga /Mitra Pelayanan di Kecamatan Prigen adalah
a) FORKOPIMCAM
b) Puskesmas
c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

d) Balai Penyuluhan Pertanian



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah
langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan
tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala
hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar
dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya
pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa
dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang
dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.
Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan
anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi
atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan
kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat
kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi
pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi
dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang
mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM
aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain
memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Prigen,
juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.



Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO PERMASALAHAN

1 Belum optimalnya pelayanan public dikecamatan.

3.2.Isu Strategis
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

I |Belum optimalnya | Kualitas Pelayanan yang|- SDM yang masih

Kualitas

memadai.

Pemerintah Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dituntut lebih
responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan
baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan
hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang
mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan
pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi
dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi
diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good
governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas
pelayanan daerah.

Isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Prigen
merupakan kondisi aktualyang perlu diperhatikan dan berdampak jangka
panjang. Isu strategis Kecamatan Prigen antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;

pelayanan public | belum efektif dan optimal terbatas dari segi
dikecamatan. kuantitas dan

- Sarana, prasarana

yang belum




2. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan
dengan perubahan struktur organisasi;

3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;

4. Belum memahami konsep keseteraan dan keadilan serta analisis
gender dalam perencanaan .

Isu-isu  strategis tersebut memerlukan penanganan secara
komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program &
Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang, aman, cepat, efisien, dan
transparan,

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan
Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam  penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

4. Menyusun kebijakan dan anggaran yang efektif untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan publik responsif gender.



Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.

Permasalahan

Isu Aktual

Isu Strat@is

Ketidakseimbangan antara
kompetensi, kualifikasi, kinerja
dan kedisiplinan sumber daya
aparatur

Tuntutan

prima;

masyarakat

memberikan  pelayanan

untuk
yang

Meningkatkan komitmen aparatur
dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan terhadap masyarakat;

Keterangan:
Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan

1

dibuat.

Isu aktual adalah kondisi yang terjadi di luar Organisasi Perangkat Daerah vang mempengaruhi pelayanan kinerja
Perangkat Daerah (Misal: Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat).

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Perangkat
Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah di masa yang

akan datang.

Pasuruan, Desember 2022
Camat Prigen

ttd.
H.ACHMAD MULYONO,S.Pd,M.Pd

Pembina
NIP.19660303 199003 1 008




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak berdasarkan visi dan misi Kepala
Daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor
52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada
tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disusun tanpa Visi dan Misi Kepala
Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-
2026 tetap mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025. Sehingga tujuan dan
sasaran Rencana Pembanguanan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-
2026 sebagai berikut: '
1. Meningkatnya perekonomian daerah;
2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan

prima berbabis teknologi informasi.

Dari tujuan Rencana Pembanguanan Daerah (RPD) Kabupaten
Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang
Kecamatan Prigen adalah tujuan nomor 3 yaitu “Meningkatnya tata kelola
Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbabis teknologi
informasi”.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Pasuruan yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan
sasaran pembangunan Kecamatan Prigen selama 3 (Tiga) Tahun. Tujuan
dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja perangkat daerah selama 3 (Tiga) Tahun. Tujuan dan
Sasaran Renstra Kecamatan Prigen mengacu pada sasaran rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Publik” serta
permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab II.

Tujuan Renstra Kecamatan Prigen yakni “Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”. Dengan Indikator tujuan “Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”.



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu
sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi
Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran
dalam bentuk sasaran Kecamatan Prigen yang ditetapkan sebagai berikut

» Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pelayanan Public Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan Kecamatan
» Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang
hendak dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagaimana tertuang
pada tabel T-C. 25/ Tabel 4.1 sebagai berikut:



Tabel T.C-25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Prigen

N s S i 2 =i ; B o AT - T e T
Meningkatnya Kualitas Pelayanan . - Indeks Kepuasan Masyarakat 100 100 | 100
di Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Hasil Koordinasi I.1. Persentase Indeks Penyelenggaraan 100% | 100% | 100%
Penyelenggaran Pemerintahan, Kecamatan
Pelayanan Publik dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76 78 80

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah




Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1
Tabel 4.1.1
Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO Indikator Kinerja Penjelasan / Formula Perhitungan
1 |Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-

(IKM} Kecamatan

tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan
Permenpan No. 14 Tahun 2017 :

1. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3. Waktu Penyelesaian

4, Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

7. Perilaku Pelaksana

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan prasarana

Persentase hasil

Penyelenggaraan Kecamatan

Rata-rata capaian indikator kinerja program =
jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah
program

Capaian indikator kinerja program = (realisasi :
target) x 100%

Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah

sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan

3. Program koordinasi ketentraman dan
ketertiban umum

4. Program penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum

5. Program pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kota

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah
berdasarkan komponen penilaian manajemen




kinerja meliputi :

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Kinerja

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)




4.2. Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran
Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara
vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang
lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Prigen Tahun 2024 -
2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategl dan Kebijakan Kecamatan Prigen

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari
misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam
kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional
yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang,
kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Prigen.
Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi
yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Prigen
mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-
pthak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah
ditentukan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi
dan kebijakan Kecamatan Prigen tahun 2024-2026 sesuai dengan Tujuan
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan dapat dilihat
pada tabel T-C.26. berikut:



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Prigen

No Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan
1 ;‘legli}:agkatnya Indeks Kepuasan
ualitas :
Pelayanan di Masyarakat
Tingkat
Kecamatan
2.1 Meningkatnya Persentase Hasil Meningkatkan Memfasilitasi pelayanan dibidang
Hasil Koordinasi |penyelenggaraan akses dan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik
Penyelenggaran |k ecamatan layanan kepada
Pemerintahan, masyarakat
Pelayanan Publik
dan Meningkatkan Melaksanakan penyelenggaraan
Pemberdayaan penyelenggaraan pembinaa aparatur dan fasilitasi
Masyarakat Desa pembinaa aparatur pemberdayaan masyarakat
dan fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatkan Melaksanakan kerjasama dan
kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan
koordinasi dalam dan ketertiban wilayah
tindak keamanan
dan ketertiban
wilayah
2.2 Meningkatnya  [Nilai SAKIP Membangun Meningkatkan Kualitas Evaluasi
Akuntabilitas Perangkat Daerah Budaya Organisasi Akuntabilitas Kinerja
Kinerja Perangkat berorientasi
Daerah Akuntablitas

Kinerja




BAB V1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan Dan Keuangan

Daerah. Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan

untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan

penguatan peran kelembagaan Kecamatan Prigen. Sebagai ujung tombak

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan
kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

a.

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan;

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat,;

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

a.
b.

C.

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM]

. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

dan Kelurahan

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

a.

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

a.

b.

Koordinasi Upaya Penyelengaraan Kketentraman dan Ketertiban
Umum
Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.
b.

Administrasi Kenangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



¢. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Prigen bersumber pada dana APBD
Kabupaten Pasuruan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan
pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 sebagai berikut:
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Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daernh
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Target kinerja program dan kerangks pendanasn
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan
untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir
periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantatif maupun kualitatif, merupakan gambaran
yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari
kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang
diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan
dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini
untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu,
target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran
Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant,
time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja
Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian Kecamatan Prigen. Hal ini ditunjukan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat
dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah
Kecamatan Prigen mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan
dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 pada tabel
T.C.28. sebagai berikut :



Tabel T-C.28.

indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPD

T R Ak, e | e T =5 1 el
Persentase Hasil 100% 00% | 100% 100%
Penyelenggaraan Kecamatan

Nilai SAKIP Perangkat 76 781 80 80
Daerah




BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Kecamatan Prigen (Renstra Kecamatan Prigen)
digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan
yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.
Perencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-
2026, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut
dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Pasuruan Periode 2024-2026.

CAMAT PRIGEN,

ttd.

H.ACHMAD MULYONO,S.Pd, M.Pd
NIP. 19660303 199003 1 008



BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Kecamatan Prigen (Renstra Kecamatan Prigen)
digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan
yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.
Perencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-
2026, selain itu Renstra Kecamatan Prigen disusun sebagai tindak lanjut
dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Pasuruan Periode 2024-2026.

BUPATI PASRUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



